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ABSTRACT

The changing nature of confict post World War I from inter-state confiict to intra-state confit resulted in
insistent humanitarian crises. Based on UNOCHA Report 2010, in 2009, Africa had the biggest number of
humanitarian crises. This article aiming at explaining the humanitarian crises in Africa, the effort to deal
with the crises from humanitarion intervention and the rise of Responsibility to Protect (R2P) Princioles,
and implementation of principles in Central African Republic, Sudan and Nigeria. In general, UN Security
Council s a central institution which the highest authority in world security issue to implement the R2P
Principles. However, the principles enforcement in these three cases interposed African Union as o main
actor to implement UN Security Council mandate as well as the International Criminal Court os
‘prosecutor and adjudicator crimes against humanity.
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Pendahuluan

Perubahan  sifat  konfik  setelah berbagai pelanggaran  HAM, terutama

berakhimya Perang Dingin dari perang
antar negara menjadi perang internal
menimbulkan masalah kemanusiaan yang
baru. Isu perluasan wilayah teritorial dan
hegemoni bergeser menjadi isu-isu internal
yang  berhubungan dengan masalah
nasionalisme, etnisitas, agama,
separatisme, perang  sipil, dan lain
sebagainya  yang  berakhir  dengan
banyaknya pelanggaran HAM, baik yang
dilakukan oleh negara maupun kelompok-
kelompok  oposisi.  Krisis  kemanusiaan
menjadi suatu hal yang tidak dapat
dihindari. Kondisi ini diperparah dengan
munculnya masalah lain seperti kerusakan
lingkungan, bencana alam, pengungsi dan
migrasi, kesehatan dan lainnya

Krisis  kemanusiaan  mendorong
munculnya  upaya  untuk  mengatasi
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akibat terjadi konflik bersenjata atau
kejahatan massa, secara kolektif dalam
sistem negara, baik regional maupun global
Isu penghormatan terhadap  hak-hak
individu dari kejahatan massa sama tuanya
dengan pembentukkan Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa  (PBB) dan  Deklarasi
Universal tentang  HAM. ~Pembukaan
Deklarasi Universal menjelaskan bahwa
pengabaian dan cibiran terhadap HAM
terjadi dalam bentuk tindakan-tindakan
biadab yang bertentangan dengan nurani
umat manusia. Oleh karena itu, deklarasi
tersebut  menjanjikan  dunia  dimana
makhiuk hidup yang ada di dalamnya
menikmati  kebebasan berbicara  dan
berkeyakinan, dan kebebasan dari rasa
takut. Cara yang dilakukan untuk mencapai
tujuan penjagaan terhadap HAM adalah
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